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KEPUTUSAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN  SOPPENG
NOMOR : 32/PW.01/7312/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKAS! DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi di
lingkungan Kemisi Pemilihan Umum dan turut menjaga dan memelihara
integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Keomisi Pemilihan
umum Kabupaten Soppeng perln dilakultan pengendalian terhadap gratifikasf,

Drasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng !

Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Keorupsi, Kolusi dan Nepctisme; Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jLembaran Negpara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140);
Undang-Undang Nomer S Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 6 }; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2020 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerntah Pengganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahzn Ketiga atss Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penstapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Taehun 2014 tentang Pemiliban Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nemeoer 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum {Lembaran
Negara Republit Indonesia Tahun 2017 Nomeor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomer 60
Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 127); Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Taliun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomar 202); Peraturan Pemerintah Nomor 54
Talmn 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 108); Peraturan Pemerintah
Nomeor 105 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,
Organisasi dan Data Ketja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 196); Petaturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah di
Lingltungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekrctariat KPU Provinsi, Dan
Sekretarint KPU Kabupaten/Keia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013
Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 1695); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomer 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umiwun, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum



Catatan

Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320,
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik [ndonesia Nomor 4 tahun 2021 Teatang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 786); Peraturan Komisl Pemilihan Umum Nomor 14 Tabun 2020
Tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat
Jendera! Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihen Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihant Umum Kabupaten/Kota [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Horupsi dan Wilayah Birokrasi Berailh dan Melayani di Linglungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
tomor 1813); scbagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Pendaysmunaan Aparafur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayamunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nemer 52
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanpunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Behas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah {Berita Negara Republik Indonssia Tahun 20192 Nomor
671); Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/202]1 Perihal
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifitcasi di Linglungan KPU
Provinei dan KPU Kabupaten/Keta Tahun 2021,

Dalam Keputisan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Scppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar keputusan
iy

= Keputusan ini berlalu pada Tanggal 22 Oktober 2021
- Lampiran 4 Helaman



